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GAMBARAN IMPLEMENTASI SPIP, MANAJEMEN RISIKO DAN

PENINGKATAN KAPABILITAS APIP PADA K/L/PEMDA

MELAKSANAKAN PERBAIKAN

BERKELANJUTAN

UNIT PENGAWAS INTERN

MISI 3: MENINGKATKAN PEREKONOMIAN BERBASIS POTENSI JASA KREATIF DAN

PERDAGANGAN YANG BERDAYA SAING.
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The phrase ‘administrative reform’ has been widely
used with at least two broad meanings.

Konsep dan Kebijakan Penguatan Kapabilitas
APIP



Konsep Audit Internal 
Sektor Publik

Governments at all levels acknowledge 
the critical importance of internal 

auditing in enhancing the economy, 
eficiency, and effectiveness of all 
levels of public administration.

A universal public sector governance 
model was needed that reinforced 

the importance of internal auditing.

?

?

?

?

The Internal Audit Capability Model (IA-CM) was 
designed to implement and institutionalize effective 

internal auditing in the public sector.

“Audit Internal dibutuhkan dalam sector public 
untuk mencapai efektivitas dan efisiensi”

“Kebutuhan akan model audit internal yang 
berlaku secara umum”

“Model Pengembangan Kapasitas Audit Internal didesain untuk
mengimplementasikan audit internal sector publik”

Dikontekstualisasikan di Indonesia menjadi
Model Peningkatan Kapabilitas APIP

Sumber : The Institute of Internal Auditors Research Foundation. 2009. Internal Audit Capability Model (IA-CM) For the Public Sector. Florida : IIARF



Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to 
add value and improve an organization’s operations

Konsep Audit Internal 
Sektor Publik

“Audit internal adalah aktivitas konsultasi dan penjaminan yang independen dan objektif untuk 
meningkatkan nilai dan operasi organisasi”

1. Services and Role of Internal Auditing.
2. People Management.
3. Professional Practices.
4. Performance Management and 

Accountability.
5. Organizational Relationships and Culture.
6. Governance Structures.

Sumber : The Institute of Internal Auditors Research Foundation. 2009. Internal Audit Capability Model (IA-CM) For the Public Sector. Florida : IIARF

Level Internal Audit Elemen Internal Audit



Landasan Kebijakan 
Penguatan APIP

Tujuan RB pada Area 
Pengawasan:

Terwujudnya pemerintahan 
yg bersih, bebas dari KKN

APIP melakukan  Peran yang Efektif   
(Psl 11, 59  PP 60 Th 2008)

APIP perlu meningkatkan kualitas hasil audit intern dan 

meningkatkan kapabilitas organisasinya

Semua Instansi Pemerintah 
berbenah diri melakukan RB & SPIP

Pemerintahan Berkelas

Dunia (World Class)

Visi RB  
(Perpres 81 Tahun 2010)

Untuk
mempercepat tercapainya tata 
kelola pemerintahan yang baik

Mengintensifkan peran APIP untuk meningkatkan kualitas, transparansi, dan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan 

nasional serta meningkatkan upaya pencegahan korupsi (Inpres 9 Tahun 2014)

1 2

First & Second
Lines of 
Defense

Third
Line of Defense

Sumber : Paparan BPKP, 2021

Pedoman Teknis 
Peningkatan, 
Penilaian dan 
Pemantauan
Kapabilitas APIP
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The phrase ‘administrative reform’ has been widely
used with at least two broad meanings.

Peningkatan Mandiri Kapabilitas APIP



Komitmen Penerapan

& Kebijakan

Penyediaan Sumber

Daya Memadai

Pelaksanaan

Implementasi

Kebijakan yang 

Ditetapkan

Pengukuran

Peningkatan

Kapabilitas APIP

Verifikasi Penilaian

Langkah-langkah 
Peningkatan Mandiri

Peningkatan kapabilitas pada dasarnya merupakan pembangunan KPA pada
masing-masing level untuk mewujudkan output dan outcome

1 2 3
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Sumber : Pedoman Teknis Peningkatan Mandiri Kapabilitas APIP oleh BPKP



Langkah-langkah 
Peningkatan Mandiri

1. Komitmen Penerapan Melalui Penyusunan Kebijakan
• Untuk meningkatkan kapabilitas APIP diperlukan komitmen dari pimpinan organisasi

Kementerian/Lembaga/Pemda, pimpinan APIP, auditor serta seluruh pegawai di lingkungan APIP dalam
bentuk penunjukan secara formal, tertulis Tim Kerja Peningkatan Kapabilitas APIP.

• Berdasarkan hasil penilaian mandiri, APIP akan mengetahui level keberadaan kapabilitasnya saat ini.
Selanjutnya APIP perlu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan menuju kapabilitas setingkat lebih
tinggi berikutnya.

• APIP menyusun dokumen Rencana Tindak Peningkatan Kapabilitas APIP antara lain dengan :

Menyempurnakan kebijakan, ketentuan, dan 
prosedur (infrastruktur) yang sudah 

ada/tersedia, namun masih terdapat hal-hal 
yang tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, standar audit, praktik 
terbaik (best practices)

Menyusun infrastruktur yang belum ada, 
dengan mengacu pada teori, standar audit, 
kriteria dan praktik terbaik serta indikator 

kapabilitas yang tercermin pada KPA

Melaksanakan seluruh kebijakan, ketentuan 
dan prosedur dalam seluruh tahapan 

kegiatan pengawasan untuk memenuhi KPA.

Kertas Kerja Rencana Tindaklanjut Peningkatan Kapabilitas APIP :



2. Kemampuan Penerapan Dengan Penyediaan Sumber Daya Yang Memadai
• Pada tahap ini APIP mempersiapkan sumber daya baik sumber daya manusia yang melakukan peningkatan

kapabilitas APIP dan melaksanakan aktivitas utama pada level yang dituju maupun peralatan dan anggaran
yang diperlukan.

• Sebagai upaya meningkatkan kompetensi SDM agar mampu melaksanakan pengembangan kapabilitas APIP
dan melaksanakan aktivitas utamanya, APIP bisa mengikutsertakan SDM-nya dalam kegiatan diklat,
sosialisasi, bimtek, workshop dan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya.

3. Pelaksanaan kegiatan sebagai implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan
• Pada tahap ini APIP melaksanakan aktivitas-aktivitas utama pada setiap area proses kunci sehingga

menghasilkan output dan outcome yang diharapkan.

4. Pengukuran peningkatan kapabilitas APIP
• Pada tahap ini APIP melakukan pengukuran apakah aktivitas utama pada tiap area proses kunci telah

dilaksanakan secara berkelanjutan yang kemudian dianalisis untuk mengetahui kemajuannya.

5. Verifikasi untuk menilai peningkatan Kapabilitas APIP
• Pada tahap ini APIP melakukan verifikasi sebagai validasi untuk meyakini apakah aktivitas utama pada setiap

area proses kunci telah dilaksanakan sesuai kebijakan dan prosedur, telah menghasilkan output dan outcome
yang diharapkan serta mencapai tujuan KPA yang ditetapkan..

Langkah-langkah 
Peningkatan Mandiri



Koordinasi Dengan 
Organisasi Lain

Dalam meningkatkan kapabilitasnya APIP memerlukan koordinasi dengan pihak lain,
baik di dalam unit organisasi (K/L/P) maupun di luar organisasi (seperti BPKP, DPRD).
Keterlibatan dengan pihak-pihak lain tersebut berkaitan dengan:

1. Pimpinan K/L/P
• APIP memerlukan dukungan pimpinan organisasi (K/L/P) melalui pemberian

kewenangan dan komitmen sumberdaya.
2. Biro Kepegawaian/BKD
• Kerjasama dengan Biro Kepegawaian/BKD diperlukan dalam rangka pengadaan SDM

APIP dan pengembangan kompetensi SDM APIP (rencana-rencana diklat).
3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
• BPKP akan menyediakan panduan peningkatan kapabilitas APIP disertai fasilitas

layanan konsultansi, asistensi, dan penyediaan help desk pada setiap unit kerja BPKP
termasuk Perwakilan BPKP, sehingga memudahkan APIP untuk berkonsultasi.

4. DPRD
• DPRD sebagai badan legislator di daerah mendorong peningkatan kapabilitas APIP

seperti penganggaran.



Model Peningkatan Kapabilitas APIP mengacu ke praktik yang berlaku secara
internasional yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA) yang
disebut Internal Audit Capability Model (IACM)

MODEL PENINGKATAN 
KAPABILITAS APIP



LEVEL 5
Optimizing

LEVEL 4
Managed

LEVEL 3
Integrated

LEVEL 2
Infrastructure

LEVEL 1
Initial

APIP menjadi agen perubahan

APIP mampu memberikan assurance secara 

keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan 

pengendalian intern 

APIP mampu menilai efisiensi,efektivitas ekonomis 

suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi 

atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian 

intern

APIP mampu memberikan    keyakinan bahwa 

proses yang dilakukan sesuai dengan peraturan,

dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi

APIP belum dapat memberikan 

jaminan atas proses tata kelola 

sesuai peraturan dan mencegah 

korupsi

KRITERIA LEVEL KAPABILITAS 
APIP



Pembangunan Key Process Area 
Untuk Mencapai Level 2 

(Infrastructure)

a. Mencegah, menangkal, dan mendeteksi tindakan
penyimpangan dari ketentuan

b. Memberikan keyakinan yang memadai bahwa ruang lingkup
yang menjadi objek audit/pengawasan telah dilaksanakan
sesuai dengan peraturan dan kriteria lain yang relevan

c. Memberikan nilai tambah dalam pencapaian tujuan organisasi
dan efektivitas operasional.

Peningkatan kapabilitas APIP untuk mencapai Level 2 
(Infrastructure) bertujuan agar APIP dapat melaksanakan 

perannya dalam



Pembangunan Key Process Area 
Untuk Mencapai Level 3 (Integrated)

a. Mampu melaksanakan perannya dalam menilai tingkat
efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan,

b. Memberikan saran kepada manajemen, yang mencakup area
tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian.

Tujuan peningkatan kapabilitas APIP untuk mencapai Level 3
(integrated) merupakan akumulasi dari pencapaian tujuan pada

Level 2 (Infrastructure) dan ditambah dengan tujuan spesifik 
pada Level 3



LEMBAR KERJA PENINGKATAN 
MANDIRI KAPABILITAS APIP
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The phrase ‘administrative reform’ has been widely
used with at least two broad meanings.

Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP 



ELEMEN PENILAIAN 
KAPABILITAS APIP

Peran dan Layanan 
(Services and Role)

• Peran dan layanan APIP mencakup peran dan 
layanan yang dapat diberikan APIP kepada 
stakeholder eksternal secara berulang dan 
berkelanjutan. 

• Berdasarkan perannya kegiatan APIP dapat 
dikelompokan kedalam dua yaitu peran 
sebagai penjaminan (assurance) dan 
perannya sebagai konsultan (consulting) atau 
pemberi saran (advisory services)

• Layanan penjaminan (assurance) 
dapat terdiri dari audit, reviu, dan 
evaluasi

• kegiatan pemberian saran (advisory 
services) mencakup Kegiatan 
pelatihan, reviu pengembangan sistem, 
penilaian mandiri atas pengendalian 
(control self assessment), dan 
pemberian nasihat lain

Pengelolaan Sumber
Daya Manusia (People 

Management)

• Penilaian pada elemen manajemen SDM
mencakup penilaian pada bagaimana proses
untuk mencipkatan lingkungan kerja APIP yang
memungkinkan SDM APIP berkinerja sesuai
dengan kemampuan terbaiknya.

• Lingkup pengelolaan SDM yang dinilai mencakup
uraian pekerjaan/jabatan, perekrutan SDM,
standar kinerja, pengembangan profesi,
pelatihan, pemberian bimbingan kerja, dan
pengembangan karir SDM.

Praktik Profesional 
(Professional 

Practices)

• Penilaian pada elemen praktik profesional 
mencakup penilaian terhadap kapasitas 
APIP yang mencakup kebijakan, proses, 
dan praktik-praktik yang memungkinkan 
APIP bekerja secara efektif dengan melihat 
keselarasan antara kebijakan, proses dan 
praktik-praktik APIP dengan prioritas dan 
strategi pengelolaan risiko.

• Penilaian terhadap elemen praktik 
professional juga mencakup penilaian 
terhadap kontribusi APIP dalam melakukan 
pengembangan yang berkelanjutan pada 
APIP dan organisasi

Sumber : Pedoman Teknis Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh BPKP



ELEMEN PENILAIAN 
KAPABILITAS APIP

Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja 
(Performance Management and 

Accountability)

• Hal yang dinilai pada elemen 
akuntabilitas dan manajemen 
kinerja adalah kegiatan dan 
upaya APIP dalam menyediakan 
informasi kinerja yang 
dibutuhkan baik informasi 
kinerja keuangan maupun non 
keuangan dalam mengelola, 
melaksanakan, dan 
mengendalikan operasional APIP
dan mempertanggungjawabkan 
kinerja dan hasil yang diperoleh 
APIP

Budaya dan Hubungan Organisasi
(Organizational Relationship and 

Culture)

• Tujuan dari penilaian elemen budaya 
dan hubungan organisasi adalah 
untuk meyakinkan bahwa budaya 
dan hubungan internal APIP dalam 
organisasi sebagaimana terlihat pada 
struktur organisasi dan manajemen 
internal. 

• Selain itu hal lain yang akan dinilai 
pada elemen ini adalah hubungan 
APIP dengan pimpinan unit lain baik 
pada Kementerian/Lembaga/ 
Pemerintah Daerah dimana APIP 
tersebut berada telah terjalin dengan 
baik.

Struktur Tata Kelola (Governance 
Structures)

• Struktur tata kelola mengacu pada 
kombinasi antara kebijakan dan proses 
serta struktur yang diterapkan pada APIP 
dalam rangka menginformasikan, 
mengatur, mengelola dan memantau 
kegiatan guna meyakinkan pencapaian 
tujuan.

• Fokus penilaian elemen ini adalah pada 
upaya/usaha yang telah dilakukan 
manajemen APIP dalam melakukan 
kegiatannya dan hubungan dalam 
organisasi APIP seperti struktur organisasi, 
manajemen SDM, penyusunan dan 
monitoring anggaran, rencana tahunan, 
penyediaan sarana dan teknologi 
pengawasan serta pelaksanaan 
pengawasan.

Sumber : Pedoman Teknis Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh BPKP



TEKNIS PENILAIAN MANDIRI 
KAPABILITAS APIP

Sumber : Pedoman Teknis Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh BPKP

Pengorganisasian pelaksanaan penilaian kapabilitas

APIP diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing unit
APIP untuk mempertimbangkan apakah perlu
membentuk satuan tugas atau tim kerja tersendiri atau
melaksanakannya sebagai bagian dari tugas rutin
organisasi.

Beberapa kelebihan jika ada tim kerja

1 2

Penilaian kapabilitas unit APIP
merupakan proses yang berkelanjutan
(continuous) mengingat kondisi
kapabilitas itu sendiri bersifat dinamis
sepanjang waktu.
Jenis penilaian ada 2 : Initial dan Repat
Assesment

Waktu

3

Sarana-Media penilaian ada 2 yaitu
online melulai system penilaian BPKP
dan offline/manual menggunakan LKE

Sarana-Media Penilaian

Ruang Lingkup Penilaian
Secara konseptual penilaian kapabilitas APIP 
bersifat komprehensif artinya aspek yang 
dinilai tidak terbatas pada faktor input, 
proses dan sistem, output tetapi meliputi 
aspek manfaat.

4

Cara Penilaian
Penilaian dilakukan dengan memberikan
bukti dukung dan justifikasi penilaian pada 
KPA

5

Penjaminan Kualitas
Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh 
pimpinan APIP kepada BPKP, BPKP 
selanjutnya akan melakukan analisis lebih 
lanjut dan apabila berdasarkan analisis 
tersebut dipandang perlu melakukan 
validasi maka BPKP dapat melakukan 
penjaminan kualitas dengan cara menguji 
hasil penilaian tersebut melalui validasi 
dokumen dan data pendukung yang ada

6

Tindak Lanjut Hasil Penilaian
Pimpinan unit APIP harus segera melakukan 

identifikasi KPA, pernyataan dan 
indikator/infrastruktur yang perlu perbaikan 

(Area of Improvement)

7



• Dilengkapi
Evidence/Bukti 
Dukung

• Justifikasi
berdasarkan
Evidence/Bukti 
Dukung

LEMBAR KERJA PENILAIAN 
MANDIRI KAPABILITAS APIP

• Pahami KPA dan 
Pernyataan

1

2

3



KESIMPULAN 
PENINGKATAN APIP

Lakukan peningkatan APIP secara mandiri melalui langkah-

langkah penguatan komitmen, SDM, Implementasi kebijakan,

pengukuran dan verifikasi penilaian

Lakukan penilaian mandiri dengan memberikan bukti dukung

dan menjustifikasi penilaian serta perhatikan teknis penilaian

meliputi pengorganisasian, waktu, ruang lingkup, cara penilaian

hingga tindaklanjut penilaian
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